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ABSTRAK

Perlindungan hukum atas penyalahgunaan data pribadi dapat dilakukan
melalui self regulation atau upaya pencegahan, apabila peraturan yang ada saat ini
belum menjangkau sistem penyalahgunaan data pribadi. Dalam Pasal 26 UU ITE
discbutkan bahwa penggunaan data pribadi melalui media elektronik harus
berdasarkan persetujuan yang bersangkutan, dan kerugian yang timbul karena
adanya penyalahgunaan data pribadi dapat menempuh jalur non litigasi melalui
musyawarah, menempuh jalur litigasi baik melalui gugatan di pengadilan sebagai
upaya untuk mengajukan ganti rugi. Penegakan hukum dalam upaya menciptakan
ketertiban dan keamanan, membutuhkan adanya sub sistem yang saling bersinergi
vakni dalam tahapan formulasinya yakni bagaimana mendesain hukum yang baik
itu, tahapan penegak hukumnya serta kesadaran hukum sebagai wujud budaya
hukum masyarakat. Dimana masyarakat merupakan sumber daya yang memiliki
kontribusi dalam suatu sistem hukum yang dalam prosesnya terdapat nilai-nilai,
Konsep. gagasan dalam menjalankan hukum. Oleh karenanya penegak hukum
yang berintegritas, profesional dan menjunjung kejujuran akan mampu
menggerakan perubahan.

Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Perlindungan Data Pribadi (Cyber
Space) Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. Kejahatan-kejahatan cvber
space atau yang dikenal dengan istilah cybercrime tersebut meliputi pencurian
identitas dan data (sumber daya informasi), pembajakan accounr (email, IM,
social network), penyebaran malware dan malicious code, fraud, spionase
indusiry, penyanderaan sumber daya informasi kritis serta cyberwarfare atau
perang di dalam dunia maya. Ditinjau dari akibat hukum terkait perlindungan data
pribadi yang terkategori Kejahatan  Siber (Cyber Space) selain sanksi
administratif, Sanksi Pidana dan terdapat pula akibat hukum perdata bagi pelaku
penyalahgunaan data. Gugatan perdata atas penyalahgunaan data pribadi
dimaksudkan untuk adanya bentuk kompensasi dari adanya penyalahgunaan
hukum. Gugatan perdata didasarkan adanya unsur kesalahan (fault liabiliry,
liability based on fault principle) hal ini diatur di dalam Pasal 1365 BW. Gugatan
perdata ini berpijak pada dua hal yakni melanggar hukum dan kesalahan.

Kata Kunci, Data Pribadi, Kejahatan Siber, Perlindungan Hukum.
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berikut :

. Perli
I Perlindungan hukym atas penyalahgunaan data pribadi dapat dilakukan

melalui self regulation s, Upaya pencegahan, apabila peraturan yang ada
saal ini belum menjangkau sistern penyalahgunaan data pribadi. Dalam

Pasal 26 UU ITE disebutkan bahwa penggunaan data pribadi melalui

media elektronik harus berdasarkan persetujuan yang bersangkutan, dan
kerugian yang timbul karena adanya penyalahgunaan data pribadi dapat
menempuh jalur non litigasi melalui musyawarah, menempuh jalur litigasi
baik melalui gugatan di pengadilan sebagai upaya untuk mengajukan ganti
rugi. Penegakan hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dan
keamanan, membutuhkan adanya sub sistem yang saling bersinergi yakni
dalam tahapan formulasinya yakni bagaimana mendesain hukum yang
baik itu, tahapan penegak hukumnya serta kesadaran hukum sebagai
wujud budaya hukum masyarakat. Dimana masyarakat merupakan sumber
daya yang memiliki kontribusi dalam suatu sistem hukum yang dalam
prosesnya terdapat nilai-nilai, konsep, gagasan dalam menjalankan hukum.
Oleh karenanya penegak hukum yang berintegritas, profesional dan

menjunjung kejujuran akan mampu menggerakan perubahan.
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